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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan  

Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan R1  

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 

Tertanggal 12 Januari 1988 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif ...... Tidak dilambangkan أ

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 Sa’ S es titik di atas ث

 Jim J Je ج

 Ha’ H ha titik di bawah ح

 Kha’ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet titik di atas ذ

 Ra’ R er ر

 Za’ Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad S es titik di bawah ص
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 Dad D de titik di bawah ض

 Ta’ T te titik di bawah ط

 Za’ Z zet titik di bawah ظ

 Ayn ... ‘ … koma terbalik di atas‘ ع

 Gayn G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha’ H Ha هـ

 Hamzah … ’ … Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap 

 : ditulis Ahmadiyyah 

 

C. Ta’ Marbuthah di akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah 

2. terserap menjadi bahasa Indonesia 

: ditulis Jama’ah 
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3. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t 

   : ditulisni’matullāh 

: ditulisZakāt al-fitri 

 

D. Vokal Pendek 

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u 

 

E. Vokal Panjang 

1. A Panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-

masing dengan tanda (
-
) di atasnya. 

2. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu 

mati ditulis au. 

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan 

Dengan Apostrof 

: ditulisa’antum 

: ditulismu’annas 

 

G. Kata Sandang Alif + Lam 

1.  Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al- 

: ditulisal-Qur’ān 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah 

yang mengikutinya 

: ditulisasy-syayi’ah 

 

H. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD 

 

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat 

1. Ditulis kata per kata, atau 

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut 

ditulissyaikh al-Islām atau syaikhul Islām 
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PERSEMBAHAN 

 

 

Skripsi ini penulis persembahkan untuk : 

- Ibu tercinta 
- Istri dan Anak 

- Teman-teman seangkatan 
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MOTTO 

 

 

ٰٓ أهَۡلهِاَ وَإذَِا حَكَمۡتمُ بيَۡهَ ٱلىَّاسِ أنَ  تِ إلِىََٰ ىََٰ واْ ٱلۡۡمَََٰ َ يأَۡمُرُكُمۡ أنَ تؤَُدُّ إنَِّ ٱللََّّ

ا بَِ يررٗ  َ كَانَ َ مِييَ  ا ييَِ كُُم بِ ِ ٰٓ  إنَِّ ٱللََّّ َ ويِِمَّ  ا  تَۡ كُمُىاْ بِ لۡيَۡ ِ   إنَِّ ٱللََّّ

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

mendengar lagi Maha melihat. 

(QS. An-Nisaa’ : 58) 
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ABSTRAK 

 

 

Teguh Raharjo. 2011311007. 2019. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP 

PENOLAKAN PENDAFTARAN KEHENDAK NIKAH CALON PENGANTIN 

YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEPENDUDUKAN LENGKAP DI 

KUA KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG. Skripsi Jurusan 

Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Pekalongan. Pembimbing: Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. 

 

Undang-undang tersebut beserta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur 

secara detail, tentang adanya dokumen kependudukan sebagai salah satu syarat 

bagi warga negara untuk melakukan pendaftaran kehendak nikah di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan.Tidak diaturnya ketentuan tentang dokumen 

kependudukan pada Undang-undang Perkawinan, menimbulkan salah persepsi 

bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Blado. 

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana tinjauan yuridis terhadap 

penolakan pendaftaran kehendak nikah calon pengantin yang tidak memiliki 

dokumen kependudukan lengkap di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang 

dan Solusi apa yang diberikan KUA Kecamatan Blado terhadap calon pengantin 

yang tidak memiliki dokumen kependudukan lengkap. 

Jenis Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field 

research). Berdasarkan konteks penelitian, penelitian ini termasuk jenis penelitian 

sosiologis/empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Proses analisis mengikuti Model Analisis Interaktif Miles & 

Huberman.Data primer diperoleh dengan cara  wawancara dan observasi terhadap 

subjek dan objek penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku 

dan studi peraturan perundangan yang relevan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara yuridis normatif, penolakan 

yang dilakukan KUA Kecamatan Blado terhadap pendaftaran kehendak nikah 

calon pengantin yang tidak memiliki dokumen kependudukan lengkap sudah tepat 

dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam memberikan 

penolakan terhadap pendaftaran kehendak nikah calon pengantin yang tidak 

memiliki dokumen kependudukan lengkap, Kepala KUA Kecamatan Blado juga 

memberikan solusi bagi calon pengantin agar pendaftaran kehendak nikahnya 

dapat diterima.Solusi yang diberikan dimaksudkan agar calon pengantin tidak 

merasa kebingungan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Solusi 

tersebut dengan segera mendatangi Kantor Dukcapil untuk melengkapi dokumen 

kependudukan sehingga Pendaftaran kehendak Nikah dapat diterima. 

 

Kata kunci : Pendaftaran Nikah,Dokumen Kependudukan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Situasi kehidupan sosial politik, keamanan dan kemasyarakatanyang 

berlangsung saat ini telah memberikan indikasi bahwa perlu segeradiambil 

langkah-langkah penertiban dalam administrasi kependudukan.Esensi 

administrasi kependudukan adalah pelayanan kepada masyarakatuntuk 

memberikan dokumen penduduk sebagai konsekuensi adanyaperistiwa 

kependudukan dan peristiwa penting yang harus didaftar dandicatat serta 

ditertibkan dokumen penduduk. Dokumen tersebut berupaidentitas atau akta 

sebagai bentuk perlindungan dan pemberian hak-hakyang perlu dipenuhi oleh 

pemerintah dengan pelayanan yang professionaldan makin bermutu.
1
 

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan 

penertiban dalam penerbitandokumen dan Data Kependudukan melalui 

Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaaninformasi Administrasi 

Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik 

danpembangunan sektor lain.
2
Administrasi Kependudukan sebagai suatu 

sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikanpemenuhan atas hak-hak 

administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan 

                                                           
1
Nursyahbani Katjasungkana, Bunga Rampai Catatan Sipil dan Masalah yang Terkait. 

(Jakarta : Primamedia Pustaka, 2003), hlm. 4. 
2
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1  
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perlindunganyang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan 

tanpa ada perlakuan yang diskriminatifmelalui peran aktif Pemerintah. 

Sejalan dengan terbangunnya database kependudukan maka perlu pula 

diperjelas perihal pengaturan hakakses atas pemanfaatan Data Kependudukan 

baik bagi petugas pada Penyelenggara, InstansiPelaksana, dan Pengguna. 

KUA Kecamatan sebagai salah satu Instansi Pelaksana melaksanakan urusan 

Administrasi Kependudukanuntuk pencatatan nikah, talak, cerai, danrujuk 

bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan.
3
 

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan.Menurut Undang-undang tersebut, hukumperkawinan di 

Indonesia bukan hanya meliputi aspekkeperdataannya saja namun aspek 

keagamaan juga karena pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang 

laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga atau 

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4
, 

karenaitu keabsahan perkawinan di Indonesia menurut Undang-undang 

perkawinan bergantung pada hukum agama dankepercayaan masing-masing 

pelaku perkawinan, sesuaidengan ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang 

perkawinan tersebut.  Hal ini berarti jika suatu perkawinantelah dilaksanakan 

dan memenuhi rukun dan syarat nikahbagi umat Islam, maka perkawinan 

tersebut adalah sah,karena telah memenuhi unsur dari pasal 2 ayat (1) 

                                                           
3
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 8 ayat 

(2) 
4
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1. 
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Undang-undang Perkawinan. Akan tetapi meskipun perkawinan 

yangdilakukan menurut agama dan kepercayaannya tersebutdianggap sah, 

Namun untuk mendapat pengakuan darinegara atau pemerintah, perkawinan 

tersebut menurut pasal2 ayat (2) Undang-undang perkawinan dinyatakan 

bahwasetiap perkawinan yang terjadi di Indonesia harus dicatatkanmenurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku,tujuannya adalah supaya 

perkawinan tersebut mempunyaikekuatan hukum.
5
 

Selanjutnya Undang-undang tersebut beserta Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tidak mengatur secara detail,tentang adanya dokumen kependudukan 

sebagai salah satu syarat bagi warga negara untuk melakukan pendaftaran 

kehendak nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan. 

Tidak diaturnya ketentuan tentang dokumen kependudukan pada 

Undang-undang Perkawinan, menimbulkan salah persepsi bagi masyarakat di 

wilayah Kecamatan Blado. Sebagian beranggapan bahwa asal tidak 

melanggar ketentuan dalam Undang-undang perkawinan maka permohonan 

kehendak nikah di KUA Kecamatan akan dapat diterima. Seperti yang 

dikemukakan oleh Maskuri yang harus melengkapi dokumen 

kependudukannya untuk bisa mendaftarkan kehendak nikahnya. Maskuri 

menyampaikan bahwa dirinya tidak mempunyai halangan untuk 

melangsungkan akad nikah karena tidak melanggar ketentuan dalam Undang-

undang Perkawinan dan KUA Kecamatan Blado telah bertindak melebihi 

                                                           
5
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 
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kewenangannya.
6
Sementara pegawai KUA Kecamatan Blado berpendapat 

bahwa KUA Kecamatan mempunyai wewenang untuk menolak permohonan 

kehendak nikah apabila terdapat halangan atau kekurangan menurut peraturan 

yang berlaku. 

Ketidaksamaan persepsi tersebut menimbulkan sedikit kendala karena 

terkadang terjadi adu argumentasi antara pegawai KUA Kecamatan Blado 

dengan calon pengantin atau wali ketika permohonan kehendak nikahnya 

ditolak. Setelah memberikan penjelasan tentang penolakan tersebut, KUA 

Kecamatan Blado mengeluarkan surat N8 dan N9 yang berisi alasan-alasan 

penolakan tersebut kepada calon pengantin/wali. 

Berdasarkan  latar belakang di  atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penulisan skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Penolakan Pendaftaran 

Kehendak NikahCalon Pengantin yang Tidak Memiliki Dokumen 

Kependudukan Lengkap di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari   penjelasan  latar  belakang  di  atas,  maka  peneliti  

merumuskan masalah  sebagai  berikut: 

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penolakan pendaftaran kehendak 

nikah calon pengantin yang tidak memiliki dokumen kependudukan 

lengkapdi KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang? 

                                                           
6
Wawancara dengan Maskuri, warga desa Kalipancur Kecamatan Blado,  wawancara 

pada tanggal 16 November 2018 
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2. Solusi apa yang diberikan KUA Kecamatan Blado terhadap calon 

pengantin yang tidak memiliki dokumen kependudukan lengkap? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk  mengetahui  dan menganalisis tinjauan yuridis terhadap penolakan 

pendaftaran kehendak nikah calon pengantin yang tidak memiliki 

dokumen kependudukan lengkap. 

2. Untuk  mengetahui  solusi yang diberikan KUA Kecamatan Blado 

terhadap calon pengantin yang tidak memiliki dokumen kependudukan 

lengkap. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Dari  hasil  penelitian  ini  diharapkan  bisa  bermanfaat  untuk  hal-hal  

sebagai berikut : 

1.  Secara  teoritis  hasil  penelitian  diharapkan  dapat  menambah  wawasan  

secara  teori  bagi pengembangan  ilmu  serta  pengetahuan  dan  sebagai  

bahan  masukan penelitian  lebih  lanjut  di  masa  yang  akan  datang  

yang  berkaitan  denganpencatatan perkawinan di KUA Kecamatan.  

2. Secara  praktis  dapat  dimanfaatkan  sebagai  masukan  bagi  para  

pembaca khususnya  serta  dijadikan  acuan  bagi  KUA  pada  umumnya  

agar  dapat dijadikan pertimbangan dalam melaksanakan pencatatan nikah 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
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E. Kajian Pustaka 

Dari penelusuran penulis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, 

penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan topik penolakan 

kehendak nikah. Beberapa penelitian terdahulu tersebut di antaranya 

:Pertama, Penelitian Faisah berjudul Pembatalan Perkawinan dan 

Pencegahannyayang menyatakan bahwa Pembatalanperkawinan merupakan 

suatu tindakan guna memperoleh keputusanpengadilan yang menyatakan 

bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal.Pengetahuan pihak KUA 

terhadap keabsahan calon mempelai akan berimbas pada sah dan tidaknya 

perkawinan tersebut. Sehinggadipandang penting adanya pencegahan yang 

dilakukan, guna tidak terjadinyapembatalan perkawinan.Maka diperlukanlah 

langkah-langkah yang harusditempuh oleh Kantor Urusan Agama (KUA) 

supayadapat mengambil tindakan untuk mengantisipasi terjadinya 

pembatalanperkawinan.
7
 

Kedua, Penelitan Ary Ardila berjudul Penolakan Dispensasi Nikah 

bagi Pasangan Nikah Sirri di Bawah Umur, yang membahas tentang Pegawai 

Pencatat Nikah menolakpermohonan kehendak nikah yang diajukan oleh 

pemohon karena usiaanak pemohon belum mencapai 19 tahun dan 

menyarankan kepadapemohon agar mengajukan permohonan dispensasi 

nikah di PengadilanAgama. Majelis hakim menggunakan dasar hukum pasal 

7 angka (3)huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan menetapkan tidak 

menerimapermohonan dispensasi nikah yang diajukan pemohon 

                                                           
7
Faisah, Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya, Jurnal al-Qadha Volume 4 No. 1 

Tahun 2017 
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sertamenganjurkan kepada anak pemohon agar mengajukan permohonanisbat 

nikah.
8
 

Ketiga, Skripsi Wahyu Dhini Eka Syahputri, Tahun 2016 berjudul 

“Analisis Yuridis terhadap Penolakan Pendaftaran Pernikahan Duda di 

Bawah Umur : Studi Kasus di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten 

Mojokerto”, Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri 

Surabaya. Hasil  penelitian  menyimpulkan bahwa yang menjadi dasar 

pertimbangan penolakan pendaftaran pernikahan duda di bawah umur oleh 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu adalah disebabkan karena usia 

calon pengantin pria masih di bawah usia minimum yakni 17 tahun 8 bulan 

dan tidak melampirkan izin dispensasi nikah dari Pengadilan ketika 

mendaftar. Jika ditinjau secara yuridis, kepala KUA Kecamatan Dlanggu 

telah melaksanakan wewenangnya menurut Undang-undang dalam menolak 

kehendak nikah seorang duda di bawah umur yang tanpa melampirkan 

permohonan izin menikah dari Pengadilan Agama.
9
 

Keempat, PenelitanM. Basthomy Firdaus, Liliek Istiqomah dan 

Pratiwi PuspithoAndini berjudul “Kajian Yuridis Penolakan Pelaksanaan 

Perkawinan di Kantor Urusan Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Fakultas Hukum Universitas Jember. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penolakan pelaksanaan perkawinan oleh 

                                                           
8
Ary Ardila, Penolakan Dispensasi Nikah bagi Pasangan Nikah Sirri di Bawah Umur, 

Jurnal al-Hukama Volume 04 Nomor 02 Desember 2014 
9
 Wahyu Dhini Eka Syahputri, Analisis Yuridis terhadap Penolakan Pendaftaran 

Pernikahan Duda di Bawah Umur : Studi Kasus di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten 

Mojokerto, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Surabaya Tahun 

2016 
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PPN terjadi karena calon pengantin tidak memenuhi persyaratan yang 

ditentukan peraturan perundang-undangan atau terdapat larangan kawin 

menurut hukum Islam, calon pengantin yang keberatan dengan penolakan 

pelaksanaan perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan kepada 

Pengadilan Agama di wilayah tempat PPN tersebut berkedudukan untuk 

memeriksa dan memberikan keputusan terkait penolakan PPN tersebut.
10

 

Kelima, Skripsi Syaukani Hamim, Tahun 2015 berjudul 

“Penolakan Kantor Urusan Agama atas pernikahan janda di bawah umur 

yang pernah mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama: Studi di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Tulungagung”, Fakultas  Syariah 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa pihak KUA menolak untuk menikahkan janda di bawah 

umur karena KUA merupakan pelaksana Undang-undang dan harus 

melaksanakan apa yang ada dalam Undang-undang tersebut, alasan KUA 

tersebut mengacu kepada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

yang menyebutkan bahwa batas minimal melakukan perkawinan bagi wanita 

adalah 16 tahun.
11

 

Keenam, Skripsi  Nur Lailatus Safaa, Tahun 2018 yang  berjudul  

“Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Penghulu atas Wali Ab’ad 

Sebagai Pengganti Wali Aqrab (Studi di KUA Kecamatan Kesamben 

                                                           
10

M. Basthomy Firdaus, dkk., Kajian Yuridis Penolakan Pelaksanaan Perkawinan di 

Kantor Urusan Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,. 

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2014 
11

 Syaukani Hamim, Penolakan Kantor Urusan Agama atas pernikahan janda di bawah 

umur yang pernah mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama: Studi di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Kauman Tulungagung, Skripsi Fakultas  Syariah Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Tahun 2015 
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Kabupaten Jombang)”,  Jurusan Hukum Keluarga  Universitas  Islam  Negeri  

Sunan Ampel Surabaya. Dalam  skripsi  ini  penulis  menyimpulkan  bahwa 

penolakan penghulu atas wali ab’ad sebagai pengganti wali aqrab tidak bisa 

dibenarkan dengan argumennya sendiri yang menyatakan bahwa ketika wali 

nasab aqrabmasih ada maka wali nasab ab’ad tidak boleh menggantikan 

posisinya.
12

 

Ketujuh, Skripsi  Muhammad Raisul Umam, Tahun 2017 berjudul  

“Analisis Penolakan KUA Kedu Terhadap Wali Nikah Bertato (Studi Kasus 

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung)”,  

Fakultas  Syariah  IAIN  Salatiga. Penelitian  ini menyimpulkan bahwa dasar 

hukum dan pertimbangan yang dilakukan KUA Kedu dalam memutuskan 

pendapatnya bahwa seseoang yang bertato tidak boleh apabila menjadi wali 

dalam pernikahan karena wali tersebut tidak memenuhisyarat sebagai seorang 

wali yaitu tidak masuk dalam kriteria orang adil.
13

 

Berdasarkan  dari  pemaparan  di  atas  maka  terdapat  

persamaannya terletak  pada  fokus  permasalahannya  tentang  penolakan 

pendaftaran kehendak nikah yang dilakukan  oleh  KUA,  sedangkan  

perbedaannya  pada  argumen yuridisnya yaitu Hukum Positif Indonesia serta 

locus  penelitian yaitu di KUA Kecamatan Blado. 

 

                                                           
12

 Nur Lailatus Safaa, Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Penghulu atas Wali 

Ab’ad Sebagai Pengganti Wali Aqrab (Studi di KUA Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang),  

Skripsi Jurusan Hukum Keluarga  Universitas  Islam  Negeri  Sunan Ampel Surabaya Tahun 2018 
13

Muhammad Raisul Umam, Analisis Penolakan KUA Kedu Terhadap Wali Nikah 

Bertato (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung”,  

Skripsi Fakultas  Syariah  IAIN  Salatiga Tahun 2017 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan 

(field research). Oleh karena itu, data-data yang dikumpulkan berasal dari 

data lapangan yakni di KUA Kecamatan Blado. Berdasarkan konteks 

penelitian, penelitian ini termasuk jenis penelitian sosiologis/empiris. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakanpendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono, penelitian 

kualitatif merupakan metodepenelitian yang digunakan untuk meneliti 

pada kondisi objekalamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci, teknikpengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat 

induktif danhasil penelitian lebih menekankan makna daripada 

generalisasi.
14

 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Blado yang beralamat di Jalan Blado-Pagilaran Komplek Lapangan 

Olahraga BladoTelepon (0285) 4486213. Dengan objekpenelitiannya 

yang terfokus pada penolakan pendaftaran kehendak nikah. 

Pemilihan lokasi penelitian di KUA Kecamatan Blado didasarkan 

atas pertimbangan sebagai berikut : 

                                                           
14

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Penerbit 

Alfabeta, 2012), hlm. 9 
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a. Terjadi beberapa penolakan pendaftaran kehendak nikah oleh KUA 

Kecamatan Blado bagi calon pengantin karena alasan kekurangan 

dokumen kependudukan. 

b. Adanya salah persepsi pada sebagian masyarakat Kecamatan Blado 

yang menganggap bahwa KUA Kecamatan Blado telah bertindak 

melebihi kewenangannya dalam menolak pendaftaran kehendak 

nikah calon pengantin yang tidak memiliki dokumen kependudukan 

lengkap. 

3. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Dalam rangka memperoleh informasi yang sebanyakbanyaknya 

agar dapat melengkapi kajian skripsi ini, penulismembutuhkan jenis 

data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang ada. 

Data yang perlu dihimpun untuk penelitian ini adalah data-data 

terkait penolakan pendaftaran kehendak nikah di KUA Kecamatan 

Blado. Peneliti menghimpun data-data yang dibutuhkan untuk 

kebutuhan pengolahan data adalah: 

1) Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari informan dan 

tempat secara langsung, diamati atau dicatat untuk pertama 

kalinya. Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud adalah 

tentang penolakan pendaftaran kehendak nikah di KUA 

Kecamatan Blado. Data ini diperoleh dengan melakukan 
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wawancara dengan Kepala,pelaksana KUA dan calon 

pengantinserta observasi tentang penolakan pendaftaran kehendak 

nikah di KUA Kecamatan Blado. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikandata kepada pengumpul data, misalnya lewat orang 

lain atau dokumen. Data sekunder yang akan dihimpun adalah 

data tentanggambaran umum KUA Kec. Blado dan arsip-arsip 

penolakan pendaftaran kehendak nikah di KUA Kecamatan 

Blado. Data ini diperoleh dari buku-buku yang diberikan 

olehKUA Kecamatan Blado serta dokumen-dokumen 

yangberhubungan dengan data tersebut seperti agenda surat 

masuk dan surat keluar dan buku pendaftaran nikah. 

b. Sumber Data 

Sumber data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah 

daripengakuan dari beberapa informan dan temuan beberapa 

dokumen.Data-data tersebut antara lain: 

1) Informan 

Informan, yaitu orang yang memberikan informasi 

padapeneliti.
15

 Dalam penelitian ini disebutkan informan sebagai 

berikut: 

a) Kepala KUA 

                                                           
15

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi V, Cet. XII, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 122 
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b) Penghulu 

c) Pelaksana KUA Kec. Blado 

d) Calon pengantin yang ditolak permohonan kehendak nikahnya  

2) Tempat 

 Tempat yang dijadikan sumber data adalah KUA 

Kecamatan Blado, meliputi proses perkawianan, dari mulai 

pendaftaran sampai terjadi penolakan kehendak nikah. 

3) Dokumen 

Dokumen adalah bahan tertulisatau benda yang berkaitan 

dengan suatu peristiwa atau aktivitastertentu.
16

 Beberapa dokumen 

yang berhasil dikumpulkan penelitiadalah buku-buku peraturan 

perundang-undangan tentang pernikahan, referensi mengenai 

perkawinandan hukum perkawinan, serta dokumen dan 

arsipKantor Urusan Agama Kec. Blado yang lainnya 

yangberkaitan dengan penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang harusdilakukan 

seorang peneliti untuk memperoleh data atau informasi.Teknik 

pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan 

                                                           
16

Imam Suprayogo, Metode Penelitian Sosial-Agama, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2001), hlm. 164 
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dan penginderaan. Manfaat observasi di lapangan peneliti lebih 

mampumemahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, 

dapatdiperoleh pandangan holistik atau menyeluruh.
17

Peneliti dalam 

hal ini melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan. Teknik 

ini dilakukan untuk mendapat data tentang penolakan pendaftaran 

kehendak nikah di KUA Kecamatan Blado.  

b. Wawancara (Interview)  

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh suatu 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara pewancara dengan responden atau orang yang 

diwawancarai, atau tanpa menggunakan pedoman (guide) 

wawancara.
18

 Dalam penelitian ini yakni wawancara dengan Kepala 

KUA dan Pegawai KUA Kecamatan Blado untuk mendapatkan data 

tentang landasan penolakan KUA Kecamatan Blado dan solusi yang 

diberikan oleh KUA Kecamatan Blado kepada calon pengantin.  

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, skripsi, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.
19

 Metode ini 

digunakan untuk mendapatkan data yang dianggap penting atau ada 

hubungannya dengan permasalahan tentang penolakan pendaftaran 

kehendak nikah melalui agenda surat keluar, arsip penolakan N8 dan 

                                                           
17

Sugiono, Metode Penelitian..., hlm. 226 
18

Sutrisno Hadi, Metode Research 2, (Yogyakarta: Andi Offset, 1998), hlm. 133.   
19

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian..., hlm. 231   
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N9 dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan 

administrasi kependudukan. 

5. Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam pengecekan kredibilitas informasi, peneliti menggunakan 

teknik pemeriksaankeabsahan data yaitu triangulasi. Menurut Moleong 

triangulasimerupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatuyang laindiluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagaipembanding terhadap data itu.
20

 Peneliti 

menggunakan teknik ini untukmenghilangkan perbedaan-perbedaan 

konstruksi kenyataan yang ada dalamkonteks suatu studi sewaktu 

mengumpulkan data tentang berbagai kejadiandan hubungan dari berbagai 

pandangan. Dengan kata lain, peneliti dapat merechecktemuannya dengan 

jalan membandingkannya dengan berbagaisumber, metode, atau teori. 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi. Setelah penulis mengumpulkan data yang 

dihimpun, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode 

deskriptif analisis yaitu mengumpulkan data tentang Penolakan 

pendaftaran kehendak nikah di KUA Kecamatan Blado yang disertai 

analisis untuk diambil kesimpulan. Proses analisis mengikuti Model 

Analisis Interaktif Miles & Hubermanyang membagi langkah-langkah 

                                                           
20

Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), 

hlm. 330 
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dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan 

data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data 

display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclutions).  

Adapun panduan yang dijadikan dalam proses analisis data, dapat 

dikemukakan sebagai berikut:  

a. Dari hasil wawancara, observasi, pencatatan dokumen, dibuat 

catatan lapangan secara lengkap. Catatan lapangan ini terdiri atas 

deskripsi dan refleksi.  

b. Berdasarkan catatan lapangan, selanjutnya dibuat reduksi data. 

Reduksi data ini berupa pokok-pokok temuan yang penting.  

c. Dari reduksi data kemudian diikuti penyusunan sajian data yang 

berupa cerita sistematis dengan suntingan peneliti supaya 

maknanya lebih jelas dipahami. Sajian data ini, dilengkapi dengan 

faktor pendukung, antara lain metode, skema, bagan, tabel, dan 

sebagainya.  

d. Berdasarkan sajian data tersebut, kemudian dirumuskan 

kesimpulan sementara.  

e. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang 

sejalan dengan penemuan data baru dan pemahaman baru, sehingga 

akan didapat suatu kesimpulan yang mantap dan benar-benar sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya. Demikian seterusnya aktivitas 

penelitian ini berlangsung, yaitu terjadi, interaksi yang terus 

menerus antara ketiga komponen analisisnya bersamaan dengan 
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pengumpulan data baru yang dirasakan bisa menghasilkan data 

yang lengkap sehingga dapat dirumuskan kesimpulan akhir.  

Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan 

dengan proses pengumpulan data. Dengan metode tersebut maka penulis 

akan dapat memberikan analisis mengenai penolakan kehendak nikah di 

KUA Kecamatan Blado. 

G. Sistematika Penulisan 

Penyusunan  hasil  penelitian  yang  penulis  laksanakan  terdiri  atas 

dua  bagian  dengan  penjelasan  sebagai  berikut:  Bagian  awal  yang  isinya 

meliputi  halaman  judul,  lembar  pengesahan,  nota  pembimbing,  

motto,persembahan,  kata  pengantar,  pedoman transliterasi, abstrak,  dan  

daftar  isi.   

Bagian  isi  yang terdiri  atas lima  bab dengan  penjelasan  isi  sebagai  

berikut;  BAB I berisi Pendahuluan,  pada  bab  ini  terdiri  dari  latar 

belakang,  rumusan  masalah,  tujuan  penelitian,  kegunaan penelitian,  

metode penelitian, kajian pustakadan sistematika  penulisan. 

BAB II tentang Perkawinan dan Dokumen Kependudukan,  pada  

bab  ini  terdiri  dari  dua  item  yaitu kajian teori tentang Perkawinan dan 

kajian tentang Dokumen Kependudukan. 

BAB III tentang Penolakan Kehendak Nikah di KUA Kecamatan 

Blado,  pada  bab  ini  memaparkan tentang data temuan penelitian yang 

terdiri  gambaran  umum  obyek  penelitian  agar  diketahui  secara  jelas  

tentang KUA  Kecamatan Blado Kabupaten Batang.  Penyajian  data  dari 

P
er

p
u

st
ak

aa
n

 IA
IN

 P
ek

al
o

n
g

an
   

   
   

   
P

er
p

u
st

ak
aa

n
 IA

IN
 P

ek
al

o
n

g
an



18 
 

 
 

hasil  penelitian  yang  dilakukan,  baik  dari  hasil  dokumentasi, observasi,  

maupun  wawancara tentang penolakan terhadap pendaftaran kehendak nikah 

karena dokumen kependudukan yang tidak lengkap. 

BAB IV Tinjauan Yuridis terhadap Penolakan Pendaftaran Nikah 

bagi Calon Pengantin yang Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan 

Lengkap,  pada  bab  ini  disajikan analisis  datatentang  tinjauan yuridis 

terhadap penolakan pendaftaran kehendak nikah calon pengantin yang tidak 

memiliki dokumen kependudukan lengkap dan solusi yang diberikan oleh 

KUA Kecamatan Blado terhadap calon pengantin. 

BAB V Penutup,  pada  bab  ini  terdiri  dua  item  yaitu  

kesimpulan dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan 

yuridis penolakan pendaftaran kehendak nikah calon pengantin yang tidak 

memiliki dokumen kependudukan lengkap, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Secara yuridis normatif, penolakan yang dilakukan KUA Kecamatan 

Blado terhadap pendaftaran kehendak nikah calon pengantin yang tidak 

memiliki dokumen kependudukan lengkap sudah tepat dan sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku. 

2. Dalam memberikan penolakan terhadap pendaftaran kehendak nikah 

calon pengantin yang tidak memiliki dokumen kependudukan lengkap, 

Kepala KUA Kecamatan Blado juga memberikan solusi bagi calon 

pengantin agar pendaftaran kehendak nikahnya dapat diterima.Solusi 

yang diberikan dimaksudkan agar calon pengantin tidak merasa 

kebingungan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Solusi 

tersebut dengan segera mendatangi Kantor Dukcapil untuk melengkapi 

dokumen kependudukan sehingga Pendaftaran kehendak Nikah dapat 

diterima. 

B. Saran 

Dari beberapa temuan hasil penelitian, peneliti menyampaikan saran-

saran : 
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1. Bagi masyarakat agar melakukan pengecekan terhadap kelengkapan 

dokumen kependudukan yang dimilikinya, agar hak-haknya dalam 

mendapatkan pelayanan dapat terpenuhi secara paripurna. 

2. Bagi calon  pengantin yang akan melakukan pendaftaran kehendak nikah 

ke KUA Kecamatan Blado untuk mengajukan pendaftaran kehendak 

nikahnya minimal 10 (sepuluh) hari kerja supaya mempunyai waktu 

apabila terjadi penolakan karena dokumen yang kurang. 

3. Bagi Kepala dan staff KUA Kecamatan Blado agar lebih meningkatkan 

pelayanan prima kepada masyarakat sesuai peraturan perundangan dan 

SOP yang telah digariskan sebagai Kantor yang berbasis pelayanan 

kepada masyarakat. 
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